SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
BPK SUMBAR

ik

KORAN

HAL

Haluan

Tanggal

Padang Ekspres

Singgalang

C-20

Pos Metro

28 [ 29 [ 30 [ 31|

|1|2]3|4|5}6]@8|9|10]11|12[13|14|15|16[17|18[19!20|21’IZZ‘|23124|25I26127|

Bulan

ENERERLAL |

DPRD Bahas Ranperda
Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
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Dewan Pe'wakda'i
Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar) saat ini telah
memulai pembahasan
rancangan peraturan
daerah (ranperda) tentang
pertanggungjawaban APBD
Sumbar xamr 2020
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APBD yang disampaikan kepa-
da DPRD tersebut telah diaudit
oleh badan pemeriksa keuan-
gan (BPX).

BPK perwakilan provinsi
Sumatera Barat, lanjut Supardi,
telah menyampaikan kepada
DPRD iaporan ha sll pemer
saan (LHPj a
Sumatera
dengan opini waj

gecua,mw W

“Namun x-‘vnit,l n
yang diberikar
Tahun 2020 ada
banyak permasalahan

an yang lmzauh d

pengadaan barang untuk pen-
anganan covid 19 ¢
pan barang milik daer
tidak sesuai dengan k
Dalam LHP yang fi'snm' ai-
kan BPK ters b..t.cmm)mn dia
diketahui kondisi penggunzan
dan pertanggungjawaban k
uangan daerah pada Tahun
2020, baik d ek pv[\.:l:m—
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put, pern ndan kelema-

aspek pendaps:
pendapatan secara keseluru
pada Tahun 2020 «uuxinh 6

p
£

I mema pax kan,

ersen dari target yang dir
:anakan yaitu schesar Rpo -

Jari aspek belanja, re-
belanja daerah sebesar
Rp6.4 triliun atau 95,22 persen
dimana untuk belanja tidak
langsung realisasi sebesar
97.31 persen dan belanja lang-
ar 9’) 89 persen

pengelolaan
n dari realisasi pada
tanun 2020 adalah sebesar
Rp305 miliar atau 98,93 persen
dari re ncana pembiayaan sebe-

r Rp308.3 miliar. Dari pen-
gw"\»n,mr pendapatan dan belan-
ja daerah tersebut, maka sisa
lebih penggunaan anggaran (sil-
paj sebesar Rp260,8 miliar.

“Apabila kita bandingkan
dengan defisit pada APBD Ta-
1 2021 yang ditutup dari Sii-
Tahun 2020 adalah sebesar
20 miliar. Dengan demikian
masih terdapat anggaran yang
bisa digunakan pada perubah-
an APBD Tahun 2021 sebesar
lebih kurang Rp40 ar. Dana
ini bisa untuk membiayai keg-
iatan prioritas dan mendesak,”
paparnya.

Menurut Supardi,

sung sebes
Kemud
pembi

sa
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pembahasan ranperda pertang-
gungjawaban APBD Tahun 2020
yang akan dilakukamn oleh DPRD
bersama pemerintah daerah.
tidak hanya berfokus pada as-
pek pen [l“p\ua:; dan belanja
daerah saja. Pembahasan juga
akan mendalami permasalah-
pern han vang terdapat
dalam pengelolaan keuangar
daerah. Sehingga na
DPRD tidak hanya dalam
sitas membe n persetuj

D Tahun 2020 saja. Namun
DPRD juga dapat memberikan
catatan d{}ﬂ masu
untuk penyelesaian permasala-
han yang ditemukan

Sebelumnya, Gubernur Surh-
bar, Mahyeldi mengatakan Pe-
merintah Daerah Sumbar me-
nyusun laporan pertanggung-
jawaban tersebut dengan
sedemikian rupa dengan hara-
pan inforn yang disajikan
dalam laporan tersebut dapat
memenuhi kebutuhan DPRD
dalam menjalankan fungsi pen-
gawasan.
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Dana dalam APBI. lanjut ais
berasal dari dana pemeriniai
pusat, pendapatan daerah y
juga berasal dari pajak «
masyarakat. Dana torseiy
lah diupayvakan pema
nya dengan sebaik-baiknya

ing

APBD. lanjut Mahyeldi. difak
sanakan dari mulai peren
canaan. penyusunan dan ju

pelaksanaan. Dalam peren
canaan dan penvusunannya
APBD disusun dengan mem
pre'i,nsi banyaknva perkem
angan dari berbagai sekio
nya yang menjadi per:
tian yvakni sckior riil vang
masih rendah. belum optimal-
nya investasi swasta. perekono
mian yang m bergantung
pada konsumsi pemerititah dan
konsumsi rumah tangga. struk
tur ekonomi vang helum ideal.
industri kreatif dan pariwisata
yang masih membutuhkan par-
tisipasi masyarakat dan per
masalahan pembebasan lahan
yang masih menjadi hambatan
dalam pembangunan infras-
truktur.

APBD Tahun 2020, lanjut dia
disusun dengan 10 macam pri
oritas, beberapa diantaranva
yakni pembentukan mental,
agama dan berlandaskan ABS-
SBX, refermasi birokrasi, pem
erataan 1s pendidikan,
pemerataan kualitas layanan
1tan pangan,
pengembangan pariwisata, pen-
goptimalan sektor maritim,
penurunan angka penganggu-
ran, pengembangan sumber
energi baru. pelestarian ling-
kungan hidup dan mitigasi ke-
bencanaan.

“Sementara itu dalam pelak-
sanaan APBD, ada beberapa re-
focusing dan realokasi anggaran
karena pandemi covid 19. Ini
periu pula menjadi perhatian.”
ujarnya.




